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MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,  14 Mei  2003

Nomor
: 139/M.PAN/5/2003

Lampiran
:

Perihal
: Pengaturan Hari Libur.

Kepada Yth :

1. Para Menteri

2. Jaksa Agung Republik Indonesia 

3. Panglima TNI

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

5. Gubernur Bank Indonesia

6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen

7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara

8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan

9. Para Gubernur ;

10. Para Bupati dan Walikota

11. Para Pimpinan BUMN dan BUMD

di 

Tempat

Mengingat masih ada pertanyaan dari beberapa instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tentang pengaturan hari libur, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :  

1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam. Sebagai contoh untuk 5 (lima) hari kerja :

a.
 Hari Senin sampai dengan hari Kamis 
: Pukul 07.30 – 16.00


Waktu istirahat




: Pukul 12.00 – 13.00

b. 
Hari Jumat




: Pukul 07.30 – 16.30


Waktu istirahat 




: Pukul 11.30 – 13.00


2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 461 Tahun 2002, Nomor KEP.215/MEN/2002, dan Nomor 01/SKB/M.PAN/XI/2002 Tanggal 25 Nopember 2002 mengatur Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2002 dan 2003, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 401/M.PAN/11/2002 tanggal 26 Nopember 2002 perihal Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2002 dan 2003, menetapkan bagi daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila hari Sabtu diapit oleh hari Minggi dan hari libur nasional atau cuti bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan kehilangan jam kerjanya diperhitungkan  (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif pada minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu adalah 37,5 jam.

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003.1/2785/SJ tanggal 29 Nopember 2002 perihal Pengaturan Hari Libur, menetapkan bagi daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja , hari Sabtu setelah hari Jumat para tanggal 18 April, 16 Mei, 30 Mei, 28 Nopember dan 26 Desember tahun 2003 adalah hari libur.

5. Dari empat ketentuan di atas, ditegaskan bahwa hari Sabtu pada tanggal 19 April, 17 Mei, 31 Mei, 29 Nopember dan 27 Desember tahun 2003 adalah hari libur (bukan hari libur nasional), tetapi jam kerja yang hilang akibat libur harus diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif pada minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi 37,5 jam kerja efektif dalam seminggu, sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995.

Demikian agar menjadikan maklum.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

FEISAL TAMIN

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

